
Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan1.
penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.
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Pembelian di Tingkat Produsen dan harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen
Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah Cabai Rawit Keriting, Daging
Sapi/Kerbau dan Gula Konsumsi
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Laporan Harian Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah Pemerintah Kabupaten Lahat6.

Pada triwulan ke 4 Komoditas minyakita dan gula pasir harganya diatas HET sementara telur
ayam ras, cabai merah, cabai rawit dan bawang merah bulan Oktober, November dan
Desember mengalami penurunan harga



Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.2.

Pada triwulan ke empat harga 20 komoditas di Kab. Lahat relatif stabil (cenderung turun) dan
hanya harga minyakita dan gula pasir yang harganya diatas HET.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.3.

Pemerintah Kabupaten Lahat (TPID) memfasilitasi para pedagang di Kabupaten Lahat dengan
berkoordinasi ke D2 (CV Mekar Abadi)dengan tujuan agar para pedagang di Kabupaten Lahat
bisa mendapatkan minyakita langsung dari pihak D2 tanpa perantara.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.4.

Penyebab harga minyakita diatas HET di Kabupaten Lahat, yang  tidak sesuai dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Minyak
Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Hal ini disebabkan karena
para pedagang tidak bisa mendapatkan barang langsung dari distributor Lini 2.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.5.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian inflasi di Daerah :

Agar TPID mencari data D1 dan D2 minyakita1.
Mengawasi distribusi minyakita dari D2 ke pedagang2.
Meningkatkan koordinasi baik ke D1 maupun D23.
Sebaiknya Perum Bulog menjadi D2 untuk minyakita4.


